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Abstrak 
 Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting dalam membiayai roda 
pembangunan dan pemerintahan, dalam pemungutannya harus berdasarkan undang-undang dan 
tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Begitu pula dengan pemungutan atas 
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi di PT PP (Persero) Tbk yang 
merupakan perusahaan dalam bentuk badan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dalam 
pemungutannya juga harus berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam 
pelaksanaannya, peraturan perpajakan yang terkait dengan jasa konstruksi mengalami perubahan, 
dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan riset kualitatif (pengujian eksploratoria) dimana dimensi waktunya 
melibatkan banyak waktu tertentu, kedalaman risetnya lebih mendalam serta metode 
pengumpulan datanya dengan kontak langsung atau datang langsung dengan pihak yang terkait 
yang bekerja dibidang keuangan dan perpajakan. Metode kedua dengan menggunakan penelitian 
lapangan (Field Research) dimana penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, 
melakukan dokumentasi dengan menelusuri dokumen-dokumen atas kegiatan yang diteliti serta 
bahan referensi yang diperlukan, serta melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi dan 
data yang akurat. Peneliti akan menjelaskan perubahan penerapan peraturan pemerintah yang 
sebelumnya perusahaan menerapkan pengenaan atas pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 
yang berubah menjadi pasal 4 ayat 2 atas penghasilan  dari usaha jasa konstruksi. Bagi wajib 
pajak, khususnya mengenai aspek final dari pemungutan pajak dalam pelaksanaannya perubahan 
peraturan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dimana perubahan tarif dapat berdampak 
pada perubahan cara perhitungan dan jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan  kepada 
Negara.  
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